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ABSTRAK	

Meningkatnya	 kasus	 kekerasan	 seksual	 terhadap	 anak	 sebagai	 pelanggaran	 berat	 hak	 asasi	
manusia	 menjadi	 perhatian	 serius,	 salah	 satunya	 perkara	 Herry	 Wirawan	 yang	 melibatkan	 13	
santriwati.	 Penelitian	 ini	 menganalisis	 pertimbangan	 hakim	 dalam	 Putusan	 Pengadilan	 Tinggi	
Bandung	Nomor	86/Pid.Sus/2022/PT.BDG	serta	efektivitas	perlindungan	hak	anak	dalam	kerangka	
hukum	 nasional.	 Dengan	metode	 yuridis	 normatif	 dan	 analisis	 yurisprudensi,	 ditemukan	 bahwa	
hakim	menjatuhkan	hukuman	mati	dengan	mempertimbangkan	faktor	pemberat,	termasuk	jumlah	
dan	 usia	 korban,	 posisi	 terdakwa	 sebagai	 pendidik,	 serta	 dampak	 kehamilan	 dan	 kelahiran.	
Restitusi	sebesar	Rp331.527.168,00	juga	ditetapkan	meski	terdakwa	tidak	mampu	membayar,	yang	
dipandang	 sebagai	 bentuk	 pengakuan	 negara	 atas	 hak	 korban	 dan	 simbol	 keadilan	 pemulihan.	
Kebaruan	penelitian	ini	terletak	pada	analisis	restitusi	sebagai	instrumen	perlindungan	HAM	yang	
tidak	hanya	bernilai	kompensasi	finansial,	tetapi	juga	moral	dan	simbolis.	Disarankan	agar	sistem	
perlindungan	anak	diperkuat	melalui	integrasi	dukungan	psikososial	dan	pendanaan	restitusi	oleh	
negara.	

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Perlindungan Anak, Kekerasan Seksual, Putusan 
Hakim, Restitusi 

	
ABSTRACT	

The	increasing	incidence	of	sexual	violence	against	children,	as	a	grave	violation	of	human	rights,	has	
become	a	 serious	concern,	one	of	which	 is	 the	case	of	Herry	Wirawan	 involving	13	 female	 students.	
This	 study	 analyzes	 the	 judicial	 considerations	 in	 the	 Bandung	 High	 Court	 Decision	 No.	
86/Pid.Sus/2022/PT.BDG	and	examines	the	effectiveness	of	child	rights	protection	within	the	national	
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legal	framework.	Using	a	normative	juridical	method	and	jurisprudential	analysis,	the	findings	reveal	
that	the	court	imposed	the	death	penalty	by	considering	aggravating	factors	such	as	the	number	and	
age	 of	 victims,	 the	 defendant’s	 role	 as	 an	 educator,	 and	 the	 severe	 consequences	 of	 pregnancy	 and	
childbirth.	The	court	also	ordered	restitution	of	IDR	331,527,168.00,	despite	the	defendant’s	inability	
to	 pay,	 which	 is	 regarded	 as	 the	 state’s	 recognition	 of	 victims’	 rights	 and	 as	 a	 symbolic	 form	 of	
restorative	 justice.	 The	 novelty	 of	 this	 research	 lies	 in	 its	 analysis	 of	 restitution	 as	 a	 human	 rights	
protection	instrument,	not	only	as	financial	compensation	but	also	as	moral	and	symbolic	recognition.	
It	is	recommended	that	the	child	protection	system	be	strengthened	through	integrated	psychosocial	
support	and	state-funded	restitution	schemes.	

Keywords:	 Human	 Rights,	 Child	 Protection,	 Sexual	 Violence,	 Judicial	 Decision,	
Restitution	

1. PENDAHULUAN		
Hak	 asasi	 manusia	 (HAM)	 adalah	 seperangkat	 hak	 fundamental	 yang	

melekat	pada	setiap	individu	sejak	ia	dilahirkan,	dan	tidak	dapat	dipisahkan	dari	

martabat	kemanusiaan.	Dalam	perspektif	ini,	anak-anak	sebagai	kelompok	rentan	

memiliki	 hak-hak	 istimewa	 yang	 wajib	 dijamin,	 dipenuhi,	 dan	 dilindungi	 oleh	

negara,	keluarga,	maupun	masyarakat	secara	luas.	Anak	merupakan	titipan	Ilahi	

yang	memiliki	nilai	 luhur	serta	potensi	perkembangan	yang	harus	dijaga	secara	

menyeluruh,	 baik	 dari	 aspek	 fisik,	 emosional,	 sosial,	 hingga	 spiritual.	 Namun,	

dalam	praktik	sosial,	anak	kerap	menjadi	 target	kekerasan,	 terutama	kekerasan	

seksual,	 yang	 merupakan	 bentuk	 pelanggaran	 berat	 terhadap	 HAM.	 Tindak	

pidana	 ini	 tidak	 hanya	 melukai	 tubuh	 korban,	 tetapi	 juga	 membawa	 dampak	

psikologis	jangka	panjang	yang	kompleks.	Dalam	beberapa	tahun	terakhir,	jumlah	

kasus	 kekerasan	 seksual	 terhadap	 anak	 di	 Indonesia	 mengalami	 peningkatan	

yang	 signifikan.	 Berdasarkan	 data	 resmi	 dari	 Kementerian	 Pemberdayaan	

Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	(KemenPPPA),	 ribuan	anak	menjadi	korban	

setiap	 tahunnya,	 dan	 sebagian	 besar	 kasus	 tersebut	 melibatkan	 kekerasan	

seksual.	 Fenomena	 ini	 menunjukkan	 adanya	 kelemahan	 sistemik	 dalam	

mekanisme	 perlindungan	 anak	 di	 Indonesia,	 baik	 dari	 sisi	 regulasi	 maupun	

implementasinya.	 Oleh	 sebab	 itu,	 perlindungan	 hukum	 terhadap	 anak	 korban	

kekerasan	 seksual	 menjadi	 isu	 mendesak	 yang	 harus	 segera	 direspons	 secara	

komprehensif	 oleh	 sistem	 hukum	 nasional,	 melalui	 pendekatan	 pencegahan,	

penegakan	 hukum,	 serta	 pemulihan	 bagi	 para	 korban	 sesuai	 prinsip-prinsip	

keadilan	restoratif.	
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Tantangan	 dalam	 implementasi	 perlindungan	 hukum	 ini	menjadi	 sangat	

nyata	 dalam	 kasus	 kekerasan	 seksual	 terhadap	 anak,	 terutama	 dalam	 konteks	

yang	 seharusnya	 menjadi	 lingkungan	 aman	 seperti	 lembaga	 pendidikan.	 Pusat	

Kajian	 Perlindungan	 Anak	 (PKPA)	 mengidentifikasi	 beberapa	 kendala	 krusial,	

meliputi	minimnya	mekanisme	deteksi	dini,	keterbatasan	akses	korban	terhadap	

layanan	 pendampingan	 hukum	 dan	 psikologis,	 kurangnya	 koordinasi	

antarlembaga	 penegak	 hukum	 dan	 layanan	 sosial,	 serta	 belum	 optimalnya	

program	 rehabilitasi	 dan	 reunifikasi	 keluarga	 bagi	 korban.	 Selain	 itu,	 dampak	

psikologis	dan	sosial	yang	parah,	ditambah	dengan	stigma	masyarakat,	seringkali	

memperparuk	penderitaan	korban,	menghambat	proses	pemulihan,	dan	bahkan	

mendorong	 mereka	 untuk	 enggan	 melaporkan.1	 Salah	 satu	 kasus	 yang	 secara	

nyata	 menyoroti	 kompleksitas	 dan	 urgensi	 permasalahan	 ini	 adalah	 kasus	

kekerasan	 seksual	 yang	 dilakukan	 oleh	 Herry	 Wirawan.	 Kasus	 ini	 melibatkan	

tindak	pidana	kekerasan	seksual	terhadap	13	santriwati	yang	terjadi	di	lembaga	

pendidikan	keagamaan.	Peristiwa	tragis	ini	berlangsung	sejak	tahun	2016	hingga	

2021,	di	mana	korban-korban,	yang	sebagian	besar	masih	di	bawah	umur,	tidak	

hanya	 mengalami	 pelecehan	 seksual	 berulang	 kali	 tetapi	 juga	 beberapa	 di	

antaranya	melahirkan	anak	akibat	perbuatan	pelaku.2	

Kasus	 Herry	 Wirawan	 menjadi	 salah	 satu	 contoh	 nyata	 dari	 kejahatan	

seksual	 terhadap	 anak	 yang	 menimbulkan	 keprihatinan	 publik.	 Dalam	 kasus	

tersebut,	 pelaku	 melakukan	 kekerasan	 seksual	 terhadap	 13	 santriwati	 di	

lingkungan	 lembaga	 pendidikan	 tempat	 ia	 mengajar.	 Tindakan	 tersebut	 tidak	

hanya	 melanggar	 hukum	 pidana,	 tetapi	 juga	 mencederai	 hak	 anak	 untuk	

memperoleh	 perlindungan,	 pendidikan,	 dan	 rasa	 aman.3	 Putusan	 Pengadilan	

Tinggi	 Bandung	Nomor	 86/Pid.Sus/2022/Pt.	 Bdg	 dalam	 kasus	 Herry	Wirawan,	

yang	memvonis	 terdakwa	 dengan	 hukuman	mati	 dan	mewajibkan	 pembayaran	

	
	 1Andini,	 T.,	 Analisis	 Putusan	 	 Pengadilan	 dalam	 Kasus	 Kejahatan	 Seksual	 Herry	
Wirawan,	JurnalHukum	dan	HAM,	Vol.	15.	No.	2,	2022,	hlm	3	
		 2	Windari,	R.,	Perlindungan	Hukum	terhadap	Anak	Korban	 	 Seksual	di	 Indonesia.	
JurnalYustisia.	Vol	10	No.1.	2021,	hlm.	78-92. 
  3	 Sitompul,	 D.	 Implementasi	 Kebijakan	 Perlindungan	 Anak	 di	 Indonesia,	
JurnalKebijakan	Publik.	Vol	8.	No.	3,	2021,	hlm.	112-128.	
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restitusi,	menjadi	 cerminan	 upaya	 serius	 penegak	 hukum	 dalam	 memberikan	

efek	 jera	dan	keadilan.	Namun,	kompleksitas	kasus	 ini,	 yang	 juga	menunjukkan	

kerentanan	 anak	 di	 lingkungan	 pendidikan	 dan	 tantangan	 dalam	 memastikan	

pemulihan	 komprehensif,	 menegaskan	 bahwa	 perlindungan	 HAM	 korban	 anak	

adalah	 isu	yang	 tidak	bisa	ditunda	penanganannya.4	Kasus	Herry	Wirawan	 juga	

mengungkap	 dampak	 kekerasan	 seksual	 terhadap	 anak.	 Berdasarkan	 psikologi,	

korban	 mengalami	 trauma	 kompleks	 yang	 mempengaruhi	 aspek	 psikologis,	

sosial,	 dan	 akademis	mereka.5	 Kondisi	 ini	 diperparah	dengan	 stigma	 sosial	 dan	

tekanan	 dari	 lingkungan,	 yang	 sering	 kali	 menyalahkan	 korban	 atau	

keluarganya.6	 Dalam	 Putusan	 Pengadilan	 Tinggi	 Bandung	 Nomor	

86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg,	 pemenuhan	 hak	 asasi	 anak	 atas	 pemulihan	 dan	

keadilan	 diwujudkan	 melalui	 penetapan	 restitusi	 sebagai	 salah	 satu	 bentuk	

perlindungan	 komprehensif	 bagi	 korban.,	 yaitu	membebankan	Restitusi	 kepada	

Herry	Wirawan	 sebesar	Rp.331.527.168,00	 (tiga	 ratus	 tiga	puluh	 satu	 juta	 lima	

ratus	dua	puluh	tujuh	ribu	seratus	delapan	puluh	enam	rupiah).7	
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	 4	Putusan		Pengadilan		Tinggi	Bandung		Nomor	86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg	
	 5	Pratiwi,	D.	"Dampak	Psikologis	Kekerasan	Seksual	pada	Anak:	Studi	Kasus	Korban		
Herry	Wirawan."	JurnalPsikologi	Forensik.	Vol.	8.	No.	1,	2022,	hlm.	23-40.	
		 6	 Noviarnar,	 I.	 "Stigma	 Sosial	 dan	 Reviktimisasi	 Korban	Kekerasan	 Seksual."	 Jurnal	
Kesejahteraan	Sosial.	Vol,11.	No.	3,	2022,	hlm.	156-170.	
		 7	Putusan		Pengadilan		Tinggi	Bandung		Nomor	86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg,	Op.Cit	
	 8	Jangky		dausat,	Tindak		Pidana	Pemerkosaan	Anak	,	Skripsi,	Fakultas	Syariah		Dan	
Hukum	Universitas		Islam		Negeri	Syarif		Hidayahtullah,	Jakarta,	2022 
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	 9	 Tasha	Chomsyafira,	Penerapan	Teori	 Pemidan	anak	Terhadap	Pelaku	 	Kekerasan		
Seksual	 Terhadap	 Anak	 Di	 Dunia	 Pendidikan,	 Skripsi,	 Fakultas	 Hukum	 Universitas		
Sriwijaya,	Palembang,	2023.	
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	 10	 Ela	 Nur	 Syiyam,	Dasar	 Pertimbangan	Hukum	Hakim	Dalam	 Penjatuhan	 Pidana	
Mati		Terhadap	Pelaku		Tindak		Pidana	Kekerasan	Seksual	Terhadap	Anak	,	Skripsi,	Fakultas	
Syariah		Dan		Hukum	Universitas	Islam	Negeri	Prof.K.H.Saifuddin	Zuhri,	Purwokerto,	2023.	
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membahas	
pemenuhan	
hak	
pemulihan,	
restitusi,	dan	
dukungan	
psikologis	
bagi	anak	
korban,	serta	
menilai	peran	
pedoman	
pemidanaan	
saat	terpidana	
tidak	mampu	
membayar	
restitusi.	

	
	 11Abd.	 Muadz	 Sumardji,	 Hukuman	 Pidana	 Mati	 Bagi	 Pelaku	 Tindak	 	 Pidana	
Kekerasan		Seksual		Terhadap	Anak	,	Skripsi,	Fakultas	Hukum	Universitas		Islam		Indonesia,	
Makassar,	2023.		
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5	 Fazilatu
r Rahmi, 
202412	

Perlindungan 
Hukum 
Terhadap 
Anak Sebagai 
Pelaku Dan 
Korban 
Tindak Pidana 
Kekerasan 
Seksual	

Penelitian	ini	
menganalisis	
perlindungan	
hukum	bagi	
anak	yang	
berposisi	
ganda	
sebagai	
korban	
sekaligus	
pelaku	
kekerasan	
seksual	
berdasarkan	
UU	
Perlindungan	
Anak,	UU	
SPPA,	KUHP,	
dan	KUHAP.	
Temuan	
menunjukkan	
masih	adanya	
defisit	dalam	
pemulihan	
psikologis	
dan	sosial	
anak	korban	
seksual.	

Penelitian	ini	
tidak	mengkaji	
secara	
mendalam	
hambatan	
implementatif	
perlindungan	
hukum	di	
lapangan,	
seperti	
kapasitas	
penyidik	dan	
koordinasi	
antarlembaga.	
	

Fokus	
penelitian	
ini	adalah	
Hak	Asasi	
Manusia	
(HAM)	anak	
dalam	
kapasitasnya	
sebagai	
korban	
tindak	
pidana	
kekerasan	
seksual.	

Penelitian	ini	
mengkaji	hak-
hak	anak	
korban	
(pemulihan,	
restitusi,	
dukungan	
psikologis)	
serta	
menganalisis	
hambatan	
implementasi
nya,	
khususnya	
terkait	
koordinasi	
antarlembaga.	

6	 Rahmah 
Juhari, 
202413 

Perlindungan 
Hukum 
Terhadap 
Anak Korban 
Kekerasan 
Seksual 

Penelitian	ini	
mengkaji	
peran	
Kepolisian,	
Kejaksaan,	
Pengadilan,	
dan	LPSK	
dalam	
menjamin	
hak	anak	
korban.	
Temuan:	

Penelitian	ini	
tidak	mengkaji	
secara	
terperinci	
mekanisme	
restitusi,	baik	
dari	aspek	
pelaksanaan	
maupun	
hambatannya.	

Penelitian	
ini	secara	
spesifik	
mengkaji	
aspek	Hak	
Asasi	
Manusia	
(HAM)	yang	
melekat	
pada	anak	
korban	
kekerasan	

Penelitian	ini	
mengkaji	
pemenuhan	
hak	anak	
korban	
(pemulihan,	
restitusi,	
psikologis)	
dan	
menganalisis	
berbagai	
hambatan	

	
	 12	Fazilatul	Rahmi,	Perlindungan	Hukum	Terhadap	Anak	Sebagai	Pelaku	Dan	Korban	
Tindak	 Pidana	 Kekerasan	 Seksual,	 Skripsi,	 Fakultas	 Hukum	 Universitas	 Malikussaleh,	
Lhokseumawe,	2024.	
	 13	Rahmah	 Juhari,	Perlindungan	Hukum	Terhadap	Anak	Korban	Kekerasan	Seksual,	
Skripsi,	Fakultas	Hukum	Universitas		Malikussaleh,	Lhokseumawe,	2024. 
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Pemenuhan	
hak	sering	
gagal	karena	
kurangnya	
pemahaman	
aparat	
tentang	
prosedur	
perlindungan	
anak.	

seksual.	 yang	
menghalangi	
implementasi	
penuhnya.	

	

2. METODE	PENELITIAN	
Dengan	 menggunakan	 pendekatan	 yuridis	 normatif,	 penelitian	 ini	

berfokus	 pada	 dua	 rumusan	 masalah.	 Pertama,	 menganalisis	 pertimbangan	

hukum	 (legal	 reasoning)	 hakim	 dalam	 menjatuhkan	 putusan	 terkait	

perlindungan	HAM	bagi	 anak	 yang	menjadi	 korban	 kekerasan	 seksual.	 Kedua,	

mengevaluasi	kesesuaian	antara	 implementasi	perlindungan	HAM	bagi	korban	

dengan	 kerangka	 regulasi	 nasional	 yang	 berlaku	 di	 Indonesia.	 Penelitian	

Yuridis	 Normatif	 adalah	 Penelitian	 hukum	 yang	 meletakan	 hukum	 sebagai	

sebuah	bangunan	sistem	norma.	sistem	norma	yang	dimaksud		adalah	mengenai	

asas-asas,	 norma,	 kaidah	 dan	 peraturan	 perundangan,	 putusan	 pengadilan.	

Perjanjian	serta	doktrin	(ajaran).14		

Pendekatan	Penelitian	ini	penulis	menggunakan	Pendekatan	kasus	(case	

Approach).	 Pendekatan	 kasus	 dapat	 dilihat	 sebagai	 cara	 untuk	 mengkaji	

bagaimana	suatu	norma	hukum	diterapkan	atau	diinterpretasikan	dalam	suatu	

peristiwa	 hukum	 yang	 spesifik	 atau	 putusan	 pengadilan.	 Ini	 lebih	 kepada	

pendekatan	empiris	atau	sosiologis	dalam	melihat	hukum	yang	berlaku	secara	

nyata.15	 Analisis	 data	 dalam	 penelitian	 ini	 dilakukan	 secara	 kualitatif	 melalui	

interpretasi	 deskriptif	 terhadap	bahan-bahan	hukum	yang	 telah	dikumpulkan.	

Pendekatan	 ini	 digunakan	 untuk	 mengidentifikasi	 dan	 memahami	 adanya	

	
	 14	Soerjono	Soekonto	Dan		Sri	Marmuji.	Penelitiarn	Hukum	Normatif:	Suatu	Tinjauan		
Singkat.	Jakarta:	Raja	Grafindo	Persada,2013,	hlm	13	
	 15	 Ronny	 Hanitijo	 Soemitro,	Metodologi	 Penelitian	 Hukum	 dan	 Jurimetri	 Jakarta:	
Ghalia	Indonesia,	1990,	hlm.	50-55.	



URGENSI	PERLINDUNGAN	HAM	TERHADAP	ANAK	KORBAN	TINDAK	PIDANA	
KEKERASAN	SEKSUAL	(STUDI	PUTUSAN	NOMOR	86/PID.SUS/2022/PT.BDG)	
Baston	Hikam	Afrijal,	Husni,	Arif	Rahman	
Vol.	8,	No.	3,	(Agustus)	2025	

	
	
		Jurnal	Ilmiah	Mahasiswa	Fakultas	Hukum	Universitas	Malikussaleh	

e-ISSN:	2798-8457	|	Online	Access:	https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/		
	

potensi	 kekosongan	 hukum	 (rechtsvacuüm)	 atau	 ketidakjelasan	 norma	

(normvervaging),	khususnya	yang	terdapat	dalam	bahan	hukum	primer.	

	

3. HASIL	PENELITIAN	DAN	PEMBAHASAN		
3.1 PERTIMBANGAN	 HAKIM	 DALAM	 PUTUSAN	 MENGENAI	 PERLINDUNGAN	

HAM	TERHADAP	ANAK	KORBAN	TINDAK	PIDANA	KEKERASAN	SEKSUAL	

	 Dalam	 setiap	proses	peradilan,	 putusan	hakim	merepresentasikan	puncak	

dari	proses	ajudikasi,	yaitu	pernyataan	yuridis	final	yang	diucapkan	dalam	sidang	

terbuka	 untuk	mengakhiri	 suatu	 sengketa.	Namun,	 landasan	 di	 balik	 putusan	 ini	

adalah	pertimbangan	hakim	(ratio	decidendi),	 yang	merupakan	keseluruhan	alur	

penalaran	 dan	 argumen	 yang	 dibangun	 oleh	 hakim.	 Pertimbangan	 ini	 memiliki	

dimensi	 ganda:	 di	 satu	 sisi,	 ia	 berakar	 pada	 aspek	 yuridis-normatif	 yang	 terikat	

pada	 hukum	 positif.	 Di	 sisi	 lain,	 hakim	 juga	 mendasarkan	 keputusannya	 pada	

pertimbangan	 non-yuridis	 untuk	 mencapai	 keadilan	 substantif,	 yang	 mencakup	

nilai-nilai	moral,	dampak	sosial,	perlindungan	HAM,	dan	rasa	keadilan	masyarakat.	

Dengan	 demikian,	 putusan	 adalah	 produk	 akhir	 yang	 terlihat,	 sementara	

pertimbangan	 adalah	 proses	 intelektual	 yang	 tidak	 terlihat	 namun	 menjadi	

jiwanya.	

A. Posisi	Kasus	

	 Herry	Wirawan,	juga	dikenal	sebagai	Heri	bin	Dede,	adalah	terdakwa	

dalam	 kasus	 ini.	 Dia	 adalah	 guru	 dan	 pengasuh	 di	 Pesantren	 Tahfidz	Madani,	

sebuah	institusi	pendidikan	berbasis	pesantren	yang	terletak	di	Kota	Bandung.	

Tindak	pidana	yang	dilakukan	oleh	terdakwa	menunjukkan	pola	kejahatan	yang	

bersifat	 repetitif	 dan	 terencana.	 Selama	 periode	 2016	 hingga	 2021,	 ia	 secara	

berulang	 kali	 melakukan	 kekerasan	 seksual	 terhadap	 13	 korban	 anak	 yang	

merupakan	 santriwatinya.	 Modus	 operandinya	 melibatkan	 pemanfaatan	

berbagai	 lokasi	 untuk	 melancarkan	 aksinya,	 mulai	 dari	 lingkungan	 institusi	

pendidikan	 (pesantren	 dan	 rumah	 tahfidz)	 hingga	 ruang	 privat	 seperti	

apartemen	dan	hotel	di	sekitar	wilayah	Bandung.	
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Terdakwa	secara	sistematis	menyalahgunakan	relasi	kuasa	yang	melekat	

pada	 kedudukannya	 sebagai	 seorang	 pendidik.	 Ia	 mengeksploitasi	 figur	

otoritasnya	 untuk	 menerapkan	 berbagai	 taktik,	 termasuk	 bujuk	 rayu	 dan	

manipulasi	 psikologis,	 guna	 menundukkan	 para	 santriwati.	 Lebih	 jauh,	 ia	

memperdaya	korban	dengan	menawarkan	janji-janji	palsu,	seperti	pembiayaan	

pendidikan,	 yang	 dieksploitasi	 sebagai	 dalih	 untuk	 melakukan	 perbuatannya.	

Akibat	 dari	 penyalahgunaan	 wewenang	 dan	 manipulasi	 berkelanjutan	 ini,	

sejumlah	 korban	 mengalami	 konsekuensi	 fisik	 dan	 psikologis	 yang	 berat,	

termasuk	kehamilan	dan	persalinan16.		

Setelah	 kasus	 ini	 terungkap	 pada	 2021	 dan	melewati	 proses	 peradilan	

tingkat	 pertama,	 babak	 penting	 dalam	 penegakan	 hukum	 terjadi	 di	 tingkat	

banding.	Melalui	 Putusan	Nomor	 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG,	 Pengadilan	 Tinggi	

Bandung	menjatuhkan	putusan	final	yang	progresif,	yakni	pidana	mati	terhadap	

terdakwa.	Putusan	 ini	 tidak	hanya	mencakup	pidana	pokok,	 tetapi	 juga	secara	

tegas	membebankan	hukuman	tambahan	berupa	pembayaran	restitusi	kepada	

para	 korban.	 Pemberian	 restitusi	 ini	 merupakan	 implementasi	 langsung	 dari	

amanat	Undang-Undang	Nomor	35	Tahun	2014	tentang	Perlindungan	Anak	dan	

menjadi	sebuah	yurisprudensi	penting	dalam	upaya	melindungi	hak-hak	korban	

kekerasan	seksual	anak.	

B. Tuntutan	Penuntut		Umum	

Dalam	 proses	 peradilan	 di	 tingkat	 pertama	 yang	 berlangsung	 di	

Pengadilan	Negeri	Bandung,	Jaksa	Penuntut	Umum	(JPU)	menerapkan	dakwaan	

berbentuk	kumulatif	terhadap	terdakwa	Herry	Wirawan.	Struktur	dakwaan	ini,	

yang	 dikenal	 sebagai	 dakwaan	 berlapis,	 menggabungkan	 beberapa	 tindak	

pidana	 dalam	 satu	 surat	 dakwaan	 untuk	 diadili	 secara	 bersamaan.	 Jaksa	

menyatakan	 bahwa	 terdakwa	 melakukan	 tindak	 pidana	 kekerasan	 seksual	

terhadap	anak	secara	sah	dan	meyakinkan,	seperti	yang	diatur	dalam:	

	
 16	Putusan		Pengadilan		Tinggi	Bandung		Nomor	86/Pid.Sus/2022/Pt.Bdg,	
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1. Pasal	 81	 ayat	 (1),	 ayat	 (2),	 dan	 ayat	 (3)	Undang-Undang	Nomor	 35	

Tahun	 2014	 tentang	 Perubahan	 Atas	 Undang-Undang	 Nomor	 23	

Tahun	2002	tentang	Perlindungan	Anak	

2. Pasal	 82	 ayat	 (1)	 dan	 ayat	 (2)	 Undang-Undang	 Perlindungan	 Anak,	

serta	

3. Pasal	65	ayat	(1)	KUHP	tentang	perbuatan	berlanjut.17	

	 Tuntutan	 Jaksa	 Penuntut	 Umum	 secara	 keseluruhan	 berorientasi	

pada	 pengakuan	 atas	 penderitaan	 korban	 dan	 upaya	 pemulihan	 hak-hak	

mereka.	Pidana	mati	dituntut	sebagai	respons	setimpal	terhadap	kejahatan	luar	

biasa	 yang	 telah	 menimbulkan	 trauma	 mendalam	 dan	 sistemik.	 Di	 sisi	 lain,	

untuk	 pemulihan	 kerugian	 secara	 langsung,	 JPU	 menuntut	 pidana	 tambahan	

berupa	 restitusi	 (ganti	 kerugian)	 atas	 penderitaan	 fisik,	 mental,	 dan	 finansial	

yang	dialami	korban.	Permintaan	untuk	restitusi	ini	didasarkan	pada	kewajiban	

hukum	 yang	 diatur	 dalam	 Undang-Undang	 No.	 35	 Tahun	 2014	 tentang	

Perlindungan	 Anak,	 yang	 menegaskan	 peran	 negara	 dalam	 melindungi	 dan	

memulihkan	kondisi	korban:	

1. Pasal	 71D	 Undang-Undang	 Nomor	 35	 Tahun	 2014	 tentang	

Perlindungan	Anak	

2. Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 43	 Tahun	 2017	 tentang	 Pelaksanaan	

Restitusi	bagi	Anak	yang	Menjadi	Korban	Tindak	Pidana.	

	 Pengajuan	 tuntutan	 oleh	 jaksa	 secara	 eksplisit	 dilandasi	 oleh	

dualisme	prinsip	keadilan.	Di	satu	sisi,	tuntutan	ini	mengejawantahkan	keadilan	

retributif	 melalui	 sanksi	 pidana	 yang	 berat	 terhadap	 pelaku.	 Di	 sisi	 lain,	 ia	

memperjuangkan	 keadilan	 restoratif	 dengan	 menekankan	 urgensi	 pemulihan	

hak-hak	 korban.	 Kombinasi	 kedua	 prinsip	 ini	 merupakan	 implementasi	 dari	

amanat	perlindungan	anak	yang	terkandung	dalam	sistem	hukum	nasional	dan	

norma-norma	internasional.		

C. Pertimbangan	Hakim	dalam	Putusan	Nomor	86/Pid.Sus/2022/PT.BDG	

	
	 17	Ibid,hlm	38 
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Pertimbangan	hukum	Majelis	Hakim	Pengadilan	Tinggi	 Bandung	dalam	

perkara	 banding	 Herry	Wirawan	 didasarkan	 pada	 analisis	 komprehensif	 atas	

beberapa	 elemen	 krusial.	 Elemen-elemen	 tersebut	 meliputi	 seluruh	 aspek	

yuridis	 dan	 faktual	 yang	 terungkap	di	 persidangan,	 serta	 poin-poin	 keberatan	

yang	 diajukan	 oleh	 Jaksa	 Penuntut	 Umum.	 Secara	 fundamental,	 keberatan	

tersebut	 mempersoalkan	 putusan	 pengadilan	 tingkat	 pertama	 yang	

menjatuhkan	sanksi	pidana	seumur	hidup,	yang	dianggap	belum	mencerminkan	

keadilan	 substantif.	 Dalam	 Putusan	 Nomor	 86/Pid.Sus/2022/PT.BDG,	 hakim	

memutuskan	 untuk	 mengubah	 pidana	 menjadi	 pidana	 mati,	 dengan	

mempertimbangkan	beberapa	hal	penting	berikut:	 	

1. Sifat	dan	Dampak	Perbuatan	Terdakwa	
2. Posisi	Terdakwa	sebagai	Pendidik	
3. Kepentingan	Terbaik	bagi	Anak	
4. Keadilan	bagi	Korban	dan	Masyarakat	
5. Dukungan	terhadap	Restitusi	

	

D. Kaitan	Putusan	dengan	Pedoman	Pemidanaan	dan	Prinsip	Perlindungan	

Anak	

Kehadiran	 pedoman	 pemidanaan	 khusus	 di	 bidang	 perlindungan	 anak	

menandai	 adanya	 reformasi	 kebijakan	 pidana	 yang	 progresif	 di	 Indonesia.	

Instrumen	 ini	 secara	 fundamental	 menggeser	 paradigma	 peradilan	 dari	 yang	

semula	 berorientasi	 pada	 penghukuman	 semata,	 menjadi	 pendekatan	 yang	

menempatkan	 sentralitas	 perlindungan	 anak	 sebagai	 pertimbangan	 utama	

dalam	 penjatuhan	 sanksi.	 Dengan	 demikian,	 pedoman	 ini	 berfungsi	 sebagai	

wujud	konkret	dari	komitmen	yudikatif	untuk	mengintegrasikan	prinsip-prinsip	

perlindungan	anak	ke	dalam	praktik	pemidanaan.	

Pedoman	 pemidanaan	 di	 bidang	 perlindungan	 anak	 memiliki	 dimensi	

ganda:	 sebagai	 instrumen	 teknis-yuridis	 bagi	 hakim	 dan	 sebagai	 manifestasi	

filosofis	 dari	 tanggung	 jawab	 negara	 untuk	 melindungi	 kelompok	 rentan.	

Berdasarkan	 hal	 tersebut,	 analisis	 terhadap	 keterkaitan	 antara	 putusan	Herry	

Wirawan	 dengan	 kerangka	 pedoman	 pemidanaan	 menjadi	 sebuah	 urgensi	

akademis.	Kajian	ini	esensial	untuk	mengevaluasi	apakah	putusan	tersebut	telah	
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berhasil	 menyeimbangkan	 antara	 respons	 terhadap	 aspirasi	 publik	 akan	

keadilan	dengan	kepatuhan	terhadap	koridor	hukum	positif.	Lebih	jauh,	analisis	

ini	 akan	 menguji	 apakah	 putusan	 tersebut	 benar-benar	 merepresentasikan	

transisi	dari	paradigma	yang	berpusat	pada	pelaku	(offender	centered)	menuju	

keadilan	 yang	 berorientasi	 pada	 korban	 (victim-oriented	 justice).	 Hal	 ini	

mencerminkan	 bahwa	 sistem	 hukum	 tidak	 semata-mata	 menghukum	 pelaku,	

melainkan	 juga	 menjamin	 keadilan	 dan	 pemulihan	 bagi	 korban.	 Dengan	

demikian,	 putusan	 ini	 dapat	 dilihat	 sebagai	 contoh	 implementasi	 prinsip	 non-

impunitas	terhadap	pelaku	kekerasan	seksual	terhadap	anak.	

	

3.2 IMPLEMENTASI	 PEMENUHAN	 HAM	 TERHADAP	 PARA	 KORBAN	

KEKERASAN	 SEKSUAL	 DITINJAU	 DARI	 PERSPEKTIF	 UNDANG-UNDANG	

HAM		

Pemenuhan	 Hak	 Asasi	 Manusia	 (HAM)	 bagi	 korban	 kekerasan	 seksual	

merupakan	 kewajiban	 yuridis	 negara	 yang	 bersifat	 imperatif.	 Dalam	 kasus	

Herry	Wirawan,	para	korban	yang	tergolong	dalam	kelompok	rentan	anak	telah	

mengalami	pelanggaran	hak-hak	fundamental,	termasuk	hak	atas	perlindungan,	

rasa	 aman,	 dan	 martabat	 kemanusiaan.	 Secara	 normatif,	 kerangka	 hukum	 di	

Indonesia	 telah	 menyediakan	 landasan	 proteksi	 yang	 kuat	 melalui	 instrumen	

seperti	 Undang-Undang	 No.	 39	 Tahun	 1999	 tentang	 HAM,	 Undang-Undang	

Perlindungan	 Anak,	 serta	 Undang-Undang	 Tindak	 Pidana	 Kekerasan	 Seksual	

(UU	 TPKS).	 Berdasarkan	 mandat	 tersebut,	 negara	 memiliki	 tanggung	 jawab	

untuk	menyelenggarakan	 serangkaian	 layanan	 pemulihan	 yang	 komprehensif,	

mulai	 dari	 proteksi	 fisik	 dan	 hukum,	 pendampingan,	 rehabilitasi	 psikologis,	

hingga	jaminan	keberlangsungan	masa	depan	korban.	

A. Hak	Anak	dalam	Undang-Undang	Nomor	39	Tahun	1999	tentang	HAM	

Undang-Undang	 Nomor	 39	 Tahun	 1999	 tentang	 Hak	 Asasi	 Manusia	

menjadi	 landasan	yuridis	utama	yang	menegaskan	kewajiban	negara	 terhadap	

perlindungan	 anak.	 Regulasi	 ini	 secara	 spesifik	 memandatkan	 negara	 untuk	

menjalankan	 empat	 pilar	 tanggung	 jawab:	 menjamin	 (to	 guarantee),	
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menghormati,	 melindungi,	 dan	 memenuhi	 hak-hak	 anak.	 Kewajiban	

komprehensif	 ini	 lahir	 dari	 pengakuan	 bahwa	 anak,	 karena	 kondisi	 fisik	 dan	

mentalnya	 yang	 belum	 matang,	 merupakan	 subjek	 hukum	 yang	 rentan	 dan	

memerlukan	 intervensi	 perlindungan	 khusus	 dari	 negara,	 terutama	 dalam	

menghadapi	 kejahatan	 seperti	 kekerasan	 seksual.18	 Beberapa	 pasal	 yang	

relevan	dalam	Undang-Undang	HAM	antara	lain	:	

1. Pasal	 58	 ayat	 (1)	 secara	 komprehensif	menggariskan	hak	 anak	 atas	

perlindungan	 hukum	 terhadap	 spektrum	 ancaman	 yang	 luas.	

Perlindungan	ini	tidak	hanya	mencakup	tindakan	kekerasan	fisik	dan	

mental,	 tetapi	 juga	meluas	ke	tindak	penelantaran,	perlakuan	buruk,	

dan	 pelecehan	 seksual.	 Secara	 signifikan,	 pasal	 ini	 memperluas	

lingkup	 penanggung	 jawab,	 dengan	 menegaskan	 bahwa	 kewajiban	

perlindungan	ini	melekat	tidak	hanya	pada	orang	tua	dan	wali,	tetapi	

juga	 pada	 setiap	 pihak	 yang	 secara	 de	 facto	 maupun	 de	 jure	

mengemban	tugas	pengasuhan	anak.19	

Implikasi	 dari	 pasal	 ini	 sangatlah	 signifikan,	 karena	 ia	 menegaskan	

bahwa	kewajiban	negara	untuk	melindungi	 anak	dari	 kekerasan	 seksual	 tidak	

terbatas	 pada	 ancaman	 dari	 pihak	 asing.	 Secara	 krusial,	 pasal	 ini	 mencakup	

perlindungan	dari	 kejahatan	 yang	 dilakukan	 oleh	 individu	 yang	 berada	 dalam	

posisi	kepercayaan	atau	memiliki	relasi	kuasa	yang	asimetris	terhadap	korban.	

Konteks	 inilah	 yang	 membuat	 kasus	 Herry	 Wirawan	 menjadi	 relevan	 secara	

yuridis,	di	mana	pelaku	adalah	figur	otoritas	yang	menyalahgunakan	posisinya.		

B. Permasalahan	Pelaksanaan	Restitusi	dalam	Kasus	Herry	Wirawan	

Putusan	 restitusi	 dalam	 kasus	 Herry	 Wirawan	 merepresentasikan	

sebuah	paradoks	dalam	penegakan	hukum	di	 Indonesia:	 sebuah	putusan	yang	

progresif	secara	normatif,	namun	impoten	dalam	tataran	implementasi.	Di	satu	

sisi,	 penetapan	 kewajiban	 restitusi	 senilai	 Rp331.527.186	 menunjukkan	
	

 18	 Nadita	 Adri,Dkk.,	 Pemenuhan	 Hak	 Ganti	 Rugi	 Bagi	 Anak	 Korban	 Kekerasan	
Seksual,	Journal	Of	Criminal	Law,	Vol	5	No.	1.	2024.	hlm	64	
	 19	 Republik	 Indonesia	Undang-Undang	Nomor	39	Tahun	1999	 tentang	Hak	Asasi	
Manusia,	Pasal	58	ayat	1,	Lembaran	Negara	Tahun	1999	Nomor	165,	Tambahan	Lembaran	
Negara	Republik	Indonesia	Nomor	3886.	
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komitmen	hakim	 terhadap	 pemulihan	 hak	 korban,	 sejalan	 dengan	mandat	UU	

Perlindungan	Saksi	dan	Korban.	Di	sisi	lain,	efektivitas	putusan	ini	dimentahkan	

oleh	 fakta	 bahwa	 terdakwa	 tidak	 memiliki	 aset	 untuk	 memenuhinya.	

Problematika	 eksekusi	 ini	 menggarisbawahi	 kegagalan	 sistemik	 untuk	

menyediakan	 jaring	 pengaman	 bagi	 korban	 ketika	 pelaku	 tidak	 mampu	

membayar.	

Sebagai	 negara	 hukum	 yang	 bertanggung	 jawab,	 Indonesia	 memiliki	

mandat	 konstitusional	 untuk	 menjamin	 perlindungan	 hak	 asasi	 setiap	

warganya,	 termasuk	hak	korban	atas	pemulihan.	Namun,	 realitas	dalam	kasus	

Herry	 Wirawan	 di	 mana	 bantuan	 korban	 bergantung	 pada	 inisiatif	 temporer	

pemerintah	daerah	dan	BAZNAS	menunjukkan	bahwa	 jaminan	tersebut	belum	

terlembagakan	 secara	 sistemik.	 Bahkan,	 instrumen	 hukum	 terbaru	 seperti	

PERMA	 No.	 1	 Tahun	 2022	 tentang	 Tata	 Cara	 Restitusi	 pun	 belum	mengatasi	

problem	 krusial	 mengenai	 insolvensi	 pelaku.	 Kondisi	 ini	 belum	 sepenuhnya	

selaras	 dengan	 pandangan	 Barda	 Nawawi	 Arief	 bahwa	 "keadilan	 bagi	 korban	

harus	 menjadi	 titik	 tolak	 utama	 dalam	 kebijakan	 pemidanaan."	 Untuk	

mewujudkan	prinsip	ini,	diperlukan	sebuah	sistem	kompensasi	yang	permanen,	

yang	 merefleksikan	 tanggung	 jawab	 negara	 secara	 penuh,	 bukan	 kebijakan	

parsial.20	

Kasus	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 pengakuan	 yuridis	 atas	 restitusi	 belum	

diiringi	 dengan	mekanisme	 implementasi	 yang	 efektif.	 Situasi	 di	mana	 pelaku	

tidak	 mampu	 membayar	 restitusi	 secara	 fundamental	 menuntut	 pergeseran	

paradigma	dalam	konsepsi	sistem	pemulihan	korban.	Sistem	yang	ada	saat	 ini,	

yang	menjadikan	 pelaku	 sebagai	 satu-satunya	 penjamin,	 terbukti	 tidak	 efektif	

dan	 rapuh.	 Efektivitasnya	 dipatahkan	 seketika	 saat	 pelaku	 tidak	 memiliki	

kemampuan	 finansial.	 Oleh	 karena	 itu,	 beban	 penjaminan	 akhir	 harus	 beralih	

dari	pelaku	kepada	negara.	Peralihan	 ini	 selaras	dengan	posisi	negara	 sebagai	

pemangku	 kewajiban	 konstitusional	 utama	 yang	 bertanggung	 jawab	

	
	 20	Barda	Nawawi	Arief,	Bunga	Rampai	Kebijakan	Hukum	Pidana,	Jakarta:	Kencana	
,2007,	hlm.	27. 
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memastikan	bahwa	hak	setiap	korban	kejahatan	untuk	memperoleh	pemulihan	

dapat	terwujud,	terlepas	dari	kondisi	ekonomi	pelaku.	

	 	

4. KESIMPULAN	
Putusan	 ini	 mencerminkan	 pergeseran	 menuju	 victim-oriented	 justice,	 di	

mana	 pertimbangan	 hakim	 tidak	 hanya	 pada	 penghukuman	 pelaku,	 tetapi	 juga	

perlindungan	HAM	dan	pemulihan	korban.	Pidana	mati	dijatuhkan	karena	dampak	

traumatis	 dan	 pelanggaran	 fundamental	 terhadap	 13	 anak,	 disertai	 restitusi	

Rp331.527.168,00	 yang	 membuka	 akses	 kompensasi	 negara	 sesuai	 PERMA	 No.	

1/2022.	

Secara	 normatif,	 Indonesia	 memiliki	 kerangka	 hukum	 kuat	 melalui	 UU	

Perlindungan	Anak,	UU	Perlindungan	Saksi	dan	Korban,	serta	PP	No.	43/2017	yang	

menjamin	 restitusi,	 pemulihan,	 dan	 proteksi.	 Namun,	 implementasi	 masih	 jauh	

dari	 optimal,	 terlihat	 dari	 keterbatasan	 layanan	 psikososial,	 minimnya	 shelter,	

distribusi	 bantuan	 hukum	 yang	 tidak	 merata,	 dan	 lemahnya	 sinergi	

antarlembaga—menunjukkan	 kesenjangan	 antara	 law	 in	 the	 books	 dan	 law	 in	

action.	
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